SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 14/HK.03.2-Kpt/1807/4/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
akses informasi hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan
Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di
tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Laampung Timur

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786)

idih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur




Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 553 /TIK.Ol-
Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
673 /TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan
Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten Lampung Timur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

idih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur




yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya

Agustina

idih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 14 /HK.03.2/1807/4/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

idih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur
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Nomor SOP

14/ HK. 03. 2/ 1807/ 4/ 2021

Tanggal Pengesahan

12 Juli 2021

Disahkan Oleh

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

TTD

WYNDA TITRA AGUSTINA S.Sos

Nama SOP

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

l.
2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1.

[98)

Memahami Proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten
Provinsi;

. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU

Kabupaten Lampung Timur;

. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
. Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur
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Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.0l-

Kpt/03/KPU/VII/2021

KETERANGAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. | SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; 1. | Buku Agenda

2. | SOP Tata Usaha Pimpinan; 2. | Perangkat Komputer,Printer dan Scaner

3 | SOP Penyusunan Keputusan KPU; 3. | Flasdisk dan Map Order;

4. | SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Jendaral KPU; 4. | Stempel Salinan;

5. | SOP Tata Usaha Biro Umum; 5. | Cap Dinas.

6. | SOP Dokumentasi dan Informasi

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik
(softcopy)

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur
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FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO | TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU KET
SUBBAG KASUBBAG | STAFF KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
PENGUSUL | HUKUM Pengelola
JDIH
1) 12 3) (4) ) ) @) (10) (11)
1. | Menyampaikan nota dinas permohonan untuk penerbitan Nota Dinas Asli
salinan produk hukum KPU Kabupaten Lampung Timur Ke
Website JDIH berupa Naskah Asli(hardcopy) yang telah di S
tanda Tangani Oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU
2. a. Menerima Nota dinas permohonan penerbitan produk v Scan Produk | File asli
hukum KPU Kabupaten Lampung Timur ke Website Hukum dan
JDIH Salinan
b. Menyampaikan lembar Disposisi produk
| hukum
3. | Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten l Lembar
Lampung Timur Disposisi
A
4. | Cek salinan produk Hukum dan persetujuan penerbitan Lembar Persetujuan
produk hukum KPU Kabupaten Lampung Timur di Website TIDAK persetujuan File sesuai
JDIH Ly dengan asli
.
5. | Melakukan Scan Produk Hukum Lembar
Disposisi

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur
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Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi Dokumen
hasil scan
Mengungag Produk Hukum Ke Website JDIH Y From Tampil di

Persetujuan | halaman
yang telah di | website
Tanda JDIH
Tangani
Kasubbag
Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya WYNDA TITRA AGUSTINA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur
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